












PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), 
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA), 
RETRIBUSI DAERAH DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG 
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013 – 2015) 
 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, retribusi daerah dan luas 
wilayah terhadap belanja langsung. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 35 pemerintah 
daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dengan periode pengambilan sampel dari tahun 
2013 hingga 2015. Metode penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja langsung 
sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja 
langsung.  
Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih 
pembiayaan anggaran, retribusi daerah, luas wilayah dan belanja langsung. 
 
Abstract 
The purpose of this study was to analyze the effect of local revenue, general allocation funds, 
special allocation funds, remaining budgetary financing, regional retribution and area to direct 
spending. The population and sample of this study were 35 district and municipal governments 
in Central Java. With the sampling period from 2013 to 2015. This research method using 
quantitative research method with purposive sampling technique.The results show that local 
revenue, general allocation funds, special allocation funds and local levies affect direct 
expenditure while the rest of the financing of the budget and the area does not affected direct 
spending. 
Keywords: local revenue, general allocation fund, special allocation fund, remaining budget 
financing, regional retribution, area and direct spending. 
 
1. PENDAHULUAN  
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 
pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah) baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, 
daerah diharapkan menjadi mandiri di dalam pengelolaan keuangan yang ditandai dengan makin 
kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah sehingga daerah tidak bergantung kepada 
pemerintah pusat maupun Provinsi melalui Dana Perimbangan sesuai tujuan pelaksanaan 
otonomi untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah. Kemampuan suatu daerah untuk 
membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal 
antar daerah tersebut Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan  
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yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik. Handayani dkk 
(2015), Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas 
Pemda yang belum terpakai. Ada dua bentuk sisa anggaran, yakni SiLPA dan SILPA. SiLPA 
adalah adanya sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran 
berjalan/berkenaan, sedangkan SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa 
kas tahun anggaran sebelumnya. Disamping sisa lebih pembiayaan anggaran, retribusi daerah 
juga merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD yang dapat membantu meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan objek penelitian 
karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 
Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan, dan masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran 
yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dalam penjelasan Undang-Undang 
nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana 
dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah 
membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada 
publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Agar 
pengeluaran daerah digunakan sesuai dengan rencana maka pemerintah mengeluarkan adanya 
peraturan perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah 
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Siska Puspita dan Suyanto, 2015). Menurut 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Ningsih dan Wahidahwati (2017) pengaruh PAD,DAU, dan DAK terhadap Belanja Langsung. 
Namun demikian terdapat beberapa perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini 
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dengan menambahkan variable silpa, retribusi daerah dan luas wilayah pada pemerintah 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2015. 
2. METODE PENELITIAN 
Populasi dalam penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran 
pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 – 2015 yang 
diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui 
www.djpk.depkeu.go.id. Penelitian ini menggunakan sampel dari dokumen Laporan Realisasi 
Anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dilakukan dengan 
mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Data tersebut diperoleh dari 
laporan keuangan daerah di provinsi Jawa Tengah. Kriteria tersebut sebagai berikut: Kabupaten 
atau Kota yang menyajikan laporan realisasi anggaran periode 2013-2015 secara konsisten. 
Kabupaten atau Kota yang menyajikan laporan realisasi anggaran periode 2013-2015 secara 
lengkap sesuai variabel penelitian. Dengan variabel dependen belanja langsung dan variable 
independen penelitian ini pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa 
lebih pembiayaan anggaran, retribusi daerah dan luas wilayah.  
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Pungki 
Ardani (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 
Asli Daerah,Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran 
Belanja Modal. Model analisis dengan menggunakan regresi berganda dan hasil penelitian 
menunjukkan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, 
sedangkan pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh, namun secara 
simultan seluruh variable berpengaruh terhadap belanja modal.  
Untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan cara meregresi variabel-variabel Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, 
Retribusi Daerah, dan Luas Wilayah terhadap Belanja langsung. 
BL = α + β1 PAD + β2 DAU + β3 DAK + β4 SiLPA + β5 RD + β6 LW + e 
Keterangan : 
BL  : Belanja langsung 
 α  : Konstanta 
 β  : Slope atau koefisien regresi 
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PAD  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
DAU  : Dana Alokasi Umum (DAU) 
DAK  : Dana Alokasi Khusus (DAK) 
SiLPA  : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
RD   : Retribusi Daerah 
LW  : Luas Wilayah 
e  : error 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini didesain untuk memberikan bukti secara empirismengenai pengaruh 
Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, SiLPA, Retribusi Daerah 
danluas wilayah terhadap belanja langsung.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dengan horizon waktu dari tahun 2013 
sampai dengan tahun 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling.Adapun proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabelIV.1.  
Tabel 1 
Tabel 1 Proses Pengambilan Sampel 
Keterangan Jumlah 
Jumlah total Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah 35 
Tahun Penelitian      3 
Jumlah total Kabupaten dan Kota  selama periode 2013-2015 105 
Kriteria: 
1. Kabupaten atau Kota yang tidak menyajikan laporan 
realisasi anggaran periode 2013-2015 secara konsisten. 
 
(0) 
Kabupaten atau Kota yang menyajikan laporan realisasi anggaran 
periode 2013-2015 secara konsisten. 
105 
2. Kabupaten atau Kota yang tidak menyajikan laporan 
realisasi anggaran periode 2013-2015 secara lengkap sesuai 
4ariable penelitian. 
(0) 
Kabupaten atau Kota yang menyajikan laporan realisasi anggaran 
periode 2013-2015 secara lengkap sesuai variabel penelitian. 
105 
Data Outlier 




           Sumber: Data diolah penulis, 2018. 
 
Sampel penelitian diperoleh sebanyak 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, 
sehingga selama tiga tahun penelitian jumlah sampel 105, selanjutnya untuk menguji hipotesis 
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dengan regresi linear berganda ternyata ditemukan1 data outliers. Berdasarkan Ghozali 
(2011:41) data yang dikategorikan sebagai outliers adalah data yang mempunyai skor 
unstandardized atau yang biasa disebut Z-score yang memiliki nilai rata-rata kurang dari atau 
sama dengan -2 atau lebih dari atau sama dengan 2, sehingga total sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak104. 




N Minimum Maksimum Mean 
Std. 
Deviation 
Pendapatan Asli Daerah 104 9.52E10 1.20E12 2.3982E11 1.73937E11 
Dana Alokasi Umum 104 3.58E11 1.33E12 8.5260E11 2.23742E11 
Dana Alokasi Khusus 104 3.75E9 1.73E11 6.7154E10 3.05692E10 
SiLPA 104 7.18E10 1.32E12 3.2648E11 2.54600E11 
Retribusi daerah 104 6.06E9 1.32E12 1.0451E11 2.59391E11 
Luas wilayah 104 18.12 27263.00 1776.7403 4449.53458 
Belanja langsung 104 5.08E11 3.16E12 1.3811E12 4.36807E11 
          Sumber: Data diolah, 2018. 
Berdasarkan tabel IV.2 diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai 
rata-rata sebesar 239822957842.59,nilai maksimum sebesar1201581778459.00, nilai minimum 
sebesar 95192786972.00dan nilai standar devisiasi sebesar 173936624321.08. Hasil ini dapat 
dijelaskan bahwa, rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah 
tergolong tinggi. Variabel dana alokasi umum memiliki nilai rata-rata sebesar 852598846403.85, 
nilai maksimum sebesar 1332536848000.00, nilai minimum sebesar 358331867000.00 dan nilai 
standar devisiasi sebesar 223742301116.98. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, rata-rata dana 
alokasi umum kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi. Variabel dana alokasi 
khusus memiliki nilai rata-rata sebesar 67154413788.46, nilai maksimum sebesar 
173385700000.00, nilai minimum sebesar    3750100000.00 dan nilai standar devisiasi sebesar 
30569220527.76. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, rata-rata dana alokasi khusus kabupaten atau 
kota provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi. 
Variabel selisih lebih penerimaan dan pengeluaran anggaran (SILPA) memiliki nilai rata-
rata sebesar 326477058484.27, nilai maksimum sebesar 1316789337368.00, nilai minimum 
sebesar 71763239443.61 dan nilai standar devisiasi sebesar 254600268857.03. Hasil ini dapat 
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dijelaskan bahwa, sebagian besar kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah memiliki selisih 
lebih penerimaan dan pengeluaran anggaran(SILPA) yang surplus.Variabel retribusi daerah 
memiliki nilai rata-rata sebesar 104514221440.68, nilai maksimum sebesar 1316789337368.00, 
nilai minimum sebesar 6058580948.00 dan nilai standar deviasi sebesar 259390902264.34. Hasil 
ini dapat dijelaskan bahwa, dilihat dari nilai rata-rata, sebagian besar kabupaten atau kota 
provinsi Jawa Tengah memiliki retribusi daerah yang cukup tinggi, sebagai salah satu unsur 
penyusun pendapatan asli daerah. 
Variabel luas wilayah memiliki nilai rata-rata sebesar 1776.74, nilai maksimum sebesar 
27263.00, nilai minimum sebesar 18.12dan nilai standar deviasi sebesar 4449.53.Hasil ini dapat 
dijelaskan bahwa, dilihat dari nilai rata-rata, sebagian besar kabupaten atau kota provinsi Jawa 
Tengah memiliki luas wilayah yang cukup luas. Variabel belanja langsung memiliki nilai rata-
rata sebesar 1381068822168.46, nilai maksimum sebesar 3162490870881.00, nilai minimum 
sebesar 508092759200.00 dan nilai standar deviasi sebesar 436807168484.57.Hasil ini dapat 
dijelaskan bahwa, dilihat dari nilai rata-rata, sebagian besar kabupaten atau kota provinsi Jawa 
Tengah menggunakan anggaran pendapatan sebagai belanja langsung daerah. 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
Tabel 3 









Z  Tolerance VIF Sig.  
Unstandardized 
Residual 
1,172 0,128     
PAD   0,464 2,154 0,135  
DAU   0,475 2,107 0,555  
DAK   0,507 1,974 0,924  
SiLPA   0,685 1,460 0,841  
Rertribusi Daerah   0,454 2,202 0,990  
Luas Wilayah   0,940 1,064 0,053  
Durbin-Watson      1,948 
Sumber: Data diolah, 2018 
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Hasil uji normalitas memiliki nilai probabilitas 0,128> 0,05 sehingga menunjukkan bahwa 
distribusi data dalam penelitian ini adalah normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan 
bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih 
dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan linier diantara variabel-variabel bebas 
dalam model regresi tidak terjadi multikoliniearitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 
sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian autokolerasi yang sudah dilakukan dapat 
diketahui nilai Durbin-Watson yaitu 1,948 nilai DW terletak di antara (1,618< DW < 2,382) 
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah 
autokorelasi. 
Tabel 4 
Hasil Regresi Linear Berganda 
Variabel Koefisien 
Regresi 
thitung ttabel Sig 
Konstanta -10,24E10 -2,452 1,985 0,016 
Pendapatan Asli Daerah 1,018 11,348 1,985 0,000 
Dana Alokasi Umum 1,173 17,287 1,985 0,000 
Dana Alokasi Khusus 1,944 3,968 1,985 0,000 
SiLPA 0,013 0,286 1,985 0,776 
Retribusi daerah 3,605 3,887 1,985 0,000 
Luas wilayah 11,54E5 0,469 1,985 0,640 
 R
2  
= 0,125 Fhitung = 3,551 
Adjusted R
2
 = 0,090 Sig = 0,009 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, maka model persamaan dapat disusun sebagai 
berikut BL = -10,24E10 + 1,018PAD + 1,173DAU + 1,944DAK + 0,013SiLPA + 3,605RD + 
11,54E5LW + ε 
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Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: Nilai konstanta 
sebesar -10,24E10. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan dan anggaran, retribusi daerah dan luas 
wilayah bernilai konstan atau sama dengan nol, maka belanja langsung daerah tersebut akan 
mengalami penurunan. Besarnya nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 
1,018. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1% 
maka belanja langsung akan meningkat dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitu pula 
sebaliknya setiap terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1% maka belanja 
langsung akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan. Besarnya nilai koefisien 
variabel dana alokasi umum (DAU) sebesar 1,173. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 
peningkatan dana alokasi umum (DAU) sebesar 1% maka belanja langsung akan meningkat 
dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitu pula sebaliknya setiap terjadi penurunan dana 
alokasi umum (DAU) sebesar 1% maka belanja langsung akan menurun dengan asumsi variabel 
yang lain konstan. Besarnya nilai koefisien variabel dana alokasi khusus (DAK) sebesar 1,944. 
Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan dana dana alokasi khusus (DAK) sebesar 1% 
maka belanja langsung akan meningkat dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitu pula 
sebaliknya setiap terjadi penurunan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 1% maka belanja 
langsung akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan. Besarnya nilai koefisien 
variabel sisa lebih pembiayaan dan anggaran (SiLPA) sebesar 0,013. Hal ini berarti bahwa setiap 
terjadi peningkatan sisa lebih pembiayaan dan anggaran (SiLPA) sebesar 1% maka belanja 
langsung akan meningkat dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitu pula sebaliknya 
setiap terjadi penurunan sisa lebih pembiayaan dan anggaran (SiLPA) sebesar 1% maka belanja 
langsung akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan. Besarnya nilai koefisien 
variabel retribusi daerah (RD) sebesar 3,605. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan 
retribusi daerah (RD) sebesar 1% maka belanja langsung akan meningkat dengan asumsi variabel 
yang lain konstan. Begitu pula sebaliknya setiap terjadi penurunan retribusi daerah (RD) sebesar 
1% maka belanja langsung akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan. Besarnya 
nilai koefisien variabel luas wilayah (LW) sebesar 11,54E5. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 
penambahan luas wilayah (LW) sebesar 1km maka belanja langsung akan meningkat dengan 
asumsi variabel yang lain konstan. Begitu pula sebaliknya setiap terjadi penurunan luas wilayah 
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(LW) sebesar 1 km maka belanja langsung akan menurun dengan asumsi variabel yang lain 
konstan. 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini memenuhi kriteria goodness of fit atau tidak. 
Tabel 5 
Hasil Uji F 






268,661 2,194 0,000 Signifikan 
     Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
 
Berdasarkan hasil dari tabel IV.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung> Ftabel yaitu 268,661 
>2,194 dan nilai signifikansi = 0,000< = 0,05. Hal ini menunjukkan model regresi yang 
goodness of fit. Hasil tersebut juga menjelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan dan anggaran, retribusi daerah dan 
luas wilayah secara keseluruhan berpengaruh terhadap belanja langsung. 
Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi 
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil pengujian koefisien 
determinasi dapat dilihat pada tabel IV.9 sebagai berikut: 
Tabel 6 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 





 0,943 0,940 
      Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan tabel IV.9 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dengan 
adjusted-R
2
 sebesar 0,940. Hal ini menunjukkan bahwa 94% variasi variabel belanja langsung 
dapat dijelaskan oleh variable pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 
sisa lebih pembiayaan dan anggaran, retribusi daerah dan luas wilayah sedangkan sisanya yaitu 
6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.  
3 Uji Hipotesis (Uji t) 






         Hasil Uji Hipotesis 
Variabel thitung ttabel Sig Keterangan 
Pendapatan Asli Daerah 11,348 1,985 0,000 H1 diterima 
Dana Alokasi Umum 17,287 1,985 0,000 H2 diterima 
Dana Alokasi Khusus 3,968 1,985 0,000 H3 diterima 
SiLPA 0,286 1,985 0,776 H4 ditolak 
Retribusi daerah 3,887 1,985 0,000 H5 diterima 
Luas wilayah 0,469 1,985 0,640 H6 ditolak 
     Sumber: Data diolah, 2018 
a. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai thitung(11,348) lebih besar dari t tabel (1,985) 
dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H1 diterima, sehingga 
pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung. 
b. Variabel dana alokasi umum memiliki nilai thitung (17,287) lebih besar dari ttabel (1,985) 
dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H2 diterima, sehingga 
dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung. 
c. Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai thitung (3,968) lebih besar dari ttabel (1,985) 
dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H3 diterima, sehingga 
dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja langsung. 
d. Variabel sisa lebih pembiayaan dan anggaran memiliki nilai thitung (0,289) lebih kecil dari 
ttabel (1,985) dan nilai signifikan 0,776 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H4 ditolak, 
sehingga sisa lebih pembiayaan dan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja 
langsung. 
e. Variabel retribusi daerah memiliki nilai thitung (3,887) lebih besar dari ttabel (1,985) dan 
nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H5 diterima, sehingga retribusi 
daerah berpengaruh terhadap belanja langsung. 
f. Variabel luas wilayah memiliki nilai thitung (0,469) lebih kecil dari ttabel (1,985) dan nilai 
signifikan 0,640 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H6 ditolak, sehingga luas wilayah 
tidak berpengaruh terhadap belanja langsung 
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3.2 Pembahasan  
Dari hasil tabel IV.10 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pendapatan asli 
daerah memiliki nilai thitung(11,348) lebih besar dari t tabel (1,985) dan nilai signifikan 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini berarti H1 diterima, sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh 
terhadap belanja langsung. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, semakin tinggi PAD maka alokasi 
belanja langsung daerah juga akan meningkat demikian pula sebaliknya, karena semakin besar 
PAD suatu daerah maka dapat memacu pemerintah daerah untuk lebih mengefektifkan program 
dan kegiatan yang bersifat langsung di masyarakat atau belanja langsung, yang terdiri dari 
belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal. Artinya disamping alokasinya berupa 
pembangunan  infrastruktur dan pembangunan sarana dan prasarana lain juga kegiatan-kegiatan 
yang langsung terhadap masyarakat.  
Menurut dari hasil tabel IV.10 tersebut dapat diketahui hasil uji t, variabel dana alokasi 
umum memiliki nilai thitung (17,287) lebih besar dari ttabel (1,985) dan nilai signifikan 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini berarti H2 diterima, sehinggadana alokasi umum berpengaruh terhadap 
belanja langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum  (DAU) 
maka belanja langsung akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Dana alokasi umum 
salah satu dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan operasional daerah. 
Dengan demikian, dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah bersinergi atau 
berpengaruh terhadap belanja langsung yang berupa belanja pegawai, belanja barang & jasa dan 
belanja modal yang bisa digunakan dalam program kegiatan pemerntah yang salah satunya 
membiayai pembangungan infrastruktur maupun sarana dan prasarana untuk meningkatkan 
pelayanan publik.  
Berdasarkan hasil tabel IV.10 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel dana 
alokasi khusus memiliki nilai thitung (3,968) lebih besar dari ttabel (1,985) dan nilai signifikan 
0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H3 diterima, sehingga dana alokasi khusus 
berpengaruh terhadap belanja langsung. Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa 
variabel DAK berpengaruh terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah. Hubungan antara DAK dengan belanja langsung dapat dijelaskan yaitu, tujuan DAK 
diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, 
pelayanan publik dan lingkungan. Program nasional pemerintah daerah tersebut termasuk dalam 
12 
 
anggaran belanja langsung. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi belanja 
langsung juga semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. 
Berdasarkan hasil tabel IV.10tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel sisa lebih 
pembiayaan dan anggaran memiliki nilai thitung(0,289) lebih kecil dari ttabel (1,985) dan nilai 
signifikan 0,776 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H4 ditolak, sehingga sisa lebih pembiayaan 
dan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, 
sisa lebih pembiayaan dan anggaran tahun sebelumnya bukanlah pendapatan yang digunakan 
secara langsung untuk mendanai belanja langsung daerah, melainkan penerimaan pembiayaan 
yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil 
daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung 
(belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal) tahun sebelumnya, sehingga SILPA 
tidak akan mempengaruhi besarnya belanja langsung daerah. 
Berdasarkan hasil tabel IV.10tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel retribusi 
daerah memiliki nilai thitung (3,887) lebih besar dari ttabel (1,985) dan nilai signifikan 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini berarti H5 diterima, sehingga retribusi daerah berpengaruh terhadap 
belanja langsung. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi keuangan negara yang membahas 
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada semangat 
Undang-undang otonomi daerah.Salah satu tujuan otonomi daerah adalah tercapainya 
kemandirian fiskal di daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu 
dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah 
meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan 
pengalokasian belanja langsung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga 
semakin tinggi retribusi daerah, maka belanja langsung juga akan meningkat. 
Berdasarkan hasil tabel IV.10 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel luas 
wilayah memiliki nilai thitung (0,469) lebih kecil dari ttabel (1,985) dan nilai signifikan 0,640 lebih 
besar dari 0,05. Hal ini berarti H6 ditolak, sehingga luas wilayah tidak berpengaruh terhadap 
belanja langsung. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, dalam penjelasan Undang-Undang  nomor 33 
tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas 
penyediaan sarana dan prasarana. Khususnya dalam lingkup penelitian ini pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah variabel luas wilayah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap perencanaan belanja langsung. Hal tersebut dapat dihubungkan karena pengalokasian 
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belanja langsung di setiap kabupaten/kota tidak menggunakan dasar luas wilayah akan tetapi 
menggunakan dasar kebutuhan masing-masing SKPD yang berupa dinas,badan,lembaga atau 
kantor.  
4. PENUTUP  
Berdasarkan  hasil analisis data dan  pembahasan yang telah diuraikan  pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan asli daerah 
berpengaruh  terhadap belanja langsung. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri 
tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Dana alokasi umum berpengaruh  terhadap 
belanja langsung. Dikarenakan dengan DAU, pendapatan dalam APBD meningkat sehingga akan 
meningkatkan belanja langsung. Dana alokasi khusus berpengaruh  terhadap belanja langsung. 
DAK dana yang bersumber dari Pendapatan APBN & dialokasikan  kepada daerah tertentu untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus. Sehingga bertambahnya DAK akan menimbulkan 
bertambahnya belanja lansung. Sisa lebih pembiayaan dan  anggaran  tidak berpengaruh terhadap 
belanja langsung. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja langsung. Retribusi daerah 
secara tidak langsung juga akan meningkatkan PAD sehingga dapat meningkatnya pengalokasian 
belanja.  Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. 
Keterbatasan yang dihadapi penulis : peneliti hanya mengambil variabel sesuai dengan 
peneliti terdahulu, sehingga belum bisa menjelaskan ada variabel lain yang memiliki pengaruh 
terhadap belanja langsung daerah. Peneliti hanya mengambil sampel pada kabupaten atau kota di 
provinsi Jawa Tengah saja, sehingga hasil penelitian hanya belum bisa tergeneralisasi. 
Saran dari penulis yaitu dengan melihat hasil yang diperoleh, maka ditemukan beberapa 
saran yang mungkin berguna, diantaranya sebagai berikut: Untuk penelitian selanjutnya dengan 
tema yang sama diharapkan  menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja 
langsung daerah, seperti belanja bagi hasil dan bantuan  keuangan, belanja tidak tersangka. 
Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, 
sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi.   
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